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ABSTRACT
Manajemen strategi tidak hanya diterapkan pada sektor swasta namun juga
telah diterapkan pada sektor publik. Penerapan manajemen strategi pada ke dua
sektor tersebut sebenarnya tidaklah terlampau jauh berbeda, hanya saja pada
institusi sektor publik tidak menekankan pada tujuan organisasi untuk mencari
laba namun lebih kepada pelayanan untuk masyarakat. Tahapan manajemen
strategi diawali dari perumusan strategi, implementasi strategi dan evaluasi
strategi. Penerapan manajemen strategi sektor publik merupakan salah satu jalan
yang terbaik untuk mencapai good governance. Dalam upaya mewujudkan kinerja
organisasi pemerintah yang lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat penerapan manajemen strategi bagi organisasi sektor publik menjadi
hal yang sangat penting untuk meningkatkan efektivitas kinerja organisasi sektor
publik.
Hal tersebut menuntut organisasi sektor publik untuk berpikir strategis,
mampu menerjemahkan inputnya menjadi strategi yang efektif, serta
mengembangkan  alasan yang diperlukan untuk meletakkan landasan
pelaksanaan strateginya. Pegimplementasian manajemen strategi dalam organisasi
sektor publik diharapkan dapat membantu organisasi tersebut dalam mewujudkan
visi dan misinya. Meskipun orientasi hasil yang ingin dicapai dengan adanya
penerapan manajemen strategi antara sektor privat dan sektor publik agak sedikit
berbeda, namun ke dua sektor tersebut tentu menghadapi kondisi lingkungan yang
berbeda yang menjadi hambatan tersendiri dalam proses penerapan manajemen
strategi. Untuk mengatasi hambatan yang terjadi salah satunya dengan
menggunakan pendekatan analisis SWOT (strength, weakness, opportunity, and
threats).. Dalam tulisan ini akan membahas secara konseptual dari aspek teoritis
tentang penerapan manajemen strategi dalam pengukuran kinerja organisasi
sektor publik, dan juga akan membahas kendala-kendala yang terjadi dalam
pengukuran kinerja organisasi sektor publik.
Kata Kunci: Penerapan manajemen strategi; Pengukuran kinerja organisasi
sektor publik
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PENDAHULUAN
Upaya untuk meningkatan kinerja organisasi sektor publik melalui
penerapan manajemen kinerja merupakan sebuah keharusan bagi organisasi
tersebut untuk mengambil langkah-langkah strategi dalam memperbaiki kinerja
organisasi tersebut. Penerapan manajemen kinerja telah dimulai sejak 1999
dengan dicanangkannya konsepsi akuntabilitas kinerja dalam tata kelola instansi
pemerintahan yang baik dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999
tentang Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Namun hingga saat ini,
kinerja instansi pemerintah belum menjadi fokus utama dalam tata kelola
pemerintahan dalam mengukur keberhasilan dari sebuah program ataupun
kegiatan yang dijalankan oleh instansi pemerintah. Manajemen instansi
pemerintah, masih berfokus pada kinerja keluaran (output) daripada hasil
(outcome). Untuk itu sudah menjadi hal yang penting bagi organisasi sektor publik
untuk menerapkan manajemen strategi guna menghubungkan kinerja organisasi
sektor publik dengan kondisi lingkungan yang terus mengalami perubahan.
Pada dasarnya manajemen strategis adalah suatu perspektif baru yang
menyoroti tentang pentingnya organisasi untuk memberikan lebih banyak
perhatian pada perumusan strategi dan perubahan lingkungan. Strategi organisasi
yang tepat untuk melakukan penyesuaian dengan lingkungan yang berubah sangat
penting bagi keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Membahas manajemen
strategis mencoba untuk menghubungkaan antara organisasi dan lingkungannya,
baik lingkungan internal maupun eksternal yang terus mengalami sebuah
perubahan.
Pengertian manajemen strategi menurut Thomas Wheelen dan David
Hunger (2001) ialah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang
menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Sedangkan Fred R.
David (2006) menyatakan bahwa manajemen strategi adalah seni dan ilmu untuk
memformulasi, mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsi
yang memungkinkan organisasi dapat mencapai tujuannya. Manajemen strategi
merupakan suatu rangkaian proses pengambilan keputusan strategi yang meliputi
kerangka perumusan (formulating), pelaksanaan (implementing) serta evaluasi
(evaluating). Proses manajemen strategi ini meliputi rencana-rencana jangka
panjang maupun pendek untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan
Manajemen strategi sektor publik mengarahkan organisasi sektor publik
untuk melakukan perencanaan manajemen dengan mempertimbangkan dengan
baik faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pncapaian tujuan organisasi
yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi sektor publik. Dengan demikian
fokus manajemen strategis adalah menghubungkan organisasi dengan
lingkungannya, merumuskan strategi untuk menyesuaikan diri dengan
lingkungan, dan memastikan bahwa implementasi strategi berjalan dengan baik.
Organisasi juga diharapkan akan mampu mengendalikan arah pencapaian sasaran
yang sudah ditetapkan, sehingga organisasi sektor publik mampuh memberikan
kinerja yang lebih maksimal.
Menurut Ibrahim (2008), manajemen strategis pada prinsipnya adalah
kemampuan manajemen organisasi untuk mengadaptasi masa depan yang
umumnya bersifat jangka pendek serta menengah. Strategi penting karena
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merupakan proses untuk menentukan arah yang harus dijalani agar visi dan misi
organisasi dapat tercapai. Strategi juga dapat memberikan dasar yang masuk akal
untuk keputusan-keputusan yang akan menuntun ke arah pencapaian tujuan
organisasi. Keputusan strategis akan meningkatkan kemampuan pemimpin dalam
menghadapi perubahan.
Menurut Johnson dan Scholes (Bovaird, 2003), keputusan strategis
menaruh perhatian pada ruang lingkup aktivitas organisasi, penyesuaian aktivitas
organisasi dan lingkungannya, alokasi dan realokasi sumber daya utama dalam
organisasi, nilai, harapan dan tujuan dari strategi yang berpengaruh, serta
implikasi perubahan operasional pada seluruh organisasi. Sehingga dapat
dikatakan bahwa manajemen strategis adalah suatu proses yang dalam setiap
tahapnya memerlukan partisipasi dari semua pihak, dan pertanggungjawaban dari
pemimpin. Dengan demikian manajemen strategis meliputi penetapan kerangka
kerja untuk melaksanakan berbagai proses tersebut.
PEMBAHASAN
A. Cakupan Organisasi Sektor Publik
Mahsun (2006) memberikan pemahaman terhadap sektor publik sebagai
segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan umum dan penyediaan
barang atau jasa kepada publik yang dibayar melalui pajak atau pendapatan
negara lain yang diatur dengan hukum. Luasnya ruang lingkup sektor publik
menyebabkan dalam penyelenggaraannya sering diserahkan ke pasar, dengan
regulasi dan pengawasan tetap dipegang oleh pemerintah. Sehingga dalam
perkembangannya, sektor publik mengalami berbagai perubahan yang
menyebabkan terjadinya bias dengan sektor swasta.
Anggapan organisasi sektor publik pasti non profit menjadi tidak tepat
karena ada organisasi sektor publik yang bertipe quasi non profit yaitu
mempunyai tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat namun
memiliki motif laba untuk keberlangsungan organisasi dan dapat memberikan
kontribusi pada pendapatan negara atau daerah. Sehingga organisasi sektor
publik bukan hanya organisasi sosial atau organisasi  non profit, dan juga
bukan hanya organisasi  pemerintahan. Organisasi publik merupakan organisasi
yang berhubungan dengan kepentingan umum dan penyediaan  barang  atau jasa
kepada publik yang dibayar melalui pajak atau pendapatan negara lain yang
diatur dengan hukum.Organisasi sektor publik dibutuhkan untuk menjamin bahwa
pelayanan publik dapat disediakan untuk masyarakat secara adil dan merata,
serta untuk memastikan bahwa pelayanan publik dilakukan sesuai dengan
kebutuhan masyarakat.
Nutt dan Backoff (Salusu, 2006), mengemukakan beberapa alasan
perlunya perubahan strategis yang sekaligus memberikan petunjuk tentang
bagaimana manfaat manajemen strategis bagi organisasi publik maupun
organisasi nonprofit sebagai berikut:
1. Organisasi baru atau yang sedang berkembang harus memikirkan
langkah tujuan dan sasaran yang diprioritaskan.
2. Kebutuhan mempertahankan stabilitas pembiayaan yang memerlukan
strategi- strategi baru untuk mencari sumber pembiayaan baru.
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3. Keinginan mengembangkan pelayanan, seiring makin tersedianya
sumber daya yang dimiliki, mendorong manajer melakukan perubahan
kebijakan, prosedur, bahkan mungkin prioritas konsumen yang
dilayani.
4. Perluasan peranan karena desakan publik, untuk menjawab kebutuhan
mereka.
5. Perubahan kepemimpinan biasanya diikuti dengan visi baru yang
menuntut para eksekutif memahami dan menyesuaikan diri dengan
kebijakan baru.
6. Tuntutan yuridis dalam perencanaan yang memungkinkan perubahan
prosedur bila ada desakan pemerintah untuk memperoleh bantuan yang
diperlukan.
7. Tuntutan akan integrasi antar departemen, biro, bidang, bagian, seksi
dan lain-lain sangat sering terjadi dalam organisasi pemerintahan yang
menuntut penyesuaian misi, tujuan, serta berbagai prosedur..
8. Koordinasi tindakan yang menuntut adanya perubahan dalam
kebijaksanaan internal.
9. Ancaman politik yang menuntut para eksekutif menyesuaikan
kebijaksanaan organisasinya dengan tuntutan tersebut.
B. Dimensi Pengukuran Kinerja Organisasi Sektor Publik
Kinerja merupakan kata kunci yang mendominsi semua diskusi tentang
NPM Kouzmin et. al (1999). Sebagaimana dikemukakan Carter (1991),
kinerja merupakan konsep yang luas yang didalamnya tercakup memiliki arti
yang beragam, untuk audiens yang berbeda, dan konteks yang berbeda.
Akibatnya, desain indikator kinerja bagi organisasi swasta dan sektor publik
menjadi sulit. Disamping kendala teknis dalam operasionalisasi konsep yang
abstrak, seperangkat indikator kinerja yang sama mungkin dibutuhkan guna
menjawab pertanyaan tentang dimensi yang berbeda dari kinerja keduanya.
Tugas  pengukuran kinerja dalam organisasi sektor publik sangatlah kompleks.
Terdapat dua alasan yang biasa digunakan untuk menjelaskan perbedaan
pengukuran kinerja antara organisasi publik dan privat. Pertama, karena
organisasi swasta dianggap melekat pada garis bawah persyaratan laba,
pengukuran kinerja merupakan sebuah prosedur teknis yang dapat dibandingkan
dan langsung. Kedua, adanya tekanan sosial dan politik tertentu pada agen
organisasi sektor publik.
Menurut Mardiasmo (2004). sistem pengukuran kinerja sektor publik
adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai
pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial Sistem
pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi, karena
pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan reward and punishment system.
Lebih lanjut dikemukakan Mardiasmo (2004) bahwa pengukuran kinerja
organisasi sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud. Pertama, untuk
membantu memperbaiki kinerja pemerintah, ukuran kinerja dimaksudkan untuk
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membantu agar pemerintah fokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja.
Hal ini diharapkan akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi sektor
publik dalam memberikan pelayanan kepada publik. Kedua, untuk pengalokasian
sumber daya dan pembuatan keputusan. Ketiga, untuk mewujudkan
pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.
Sedangkan Fitzgerald et al.'s (Wilson, 2000), mengemukakan bahwa
penelitian-penelitian pada sektor pelayanan menyarankan adanya 2 kategori
utama dalam pengukuran kinerja, satu kategori berhubungan dengan hasil akhir
atau outcomes dan yang lain berkaitan dengan faktor yang menentukan.
Outcomes dibagi dalam kinerja keuangan dan daya saing. Sedangkan faktor
yang menentukan dibagi lagi menjadi beberapa kategori yaitu kualitas pelayanan,
fleksibilitas, inovasi, dan pemanfaatan sumber daya.
C. Tujuan Pengukuran Kinerja Organisasi Sektor publik
Pengukuran kinerja merupakan alat untuk menilai kesuksesan
organisasi, yang dalam konteks organisasi sektor publik akan digunakan untuk
mendapatkan dukungan dan legitimasi dari publik. Masyarakat akan menilai
keberhasilan organisasi lewat kemampuan organisasi dalam memberikan layanan
publik yang relatif murah dan berkualitas. Sehingga pengukuran kinerja sangat
penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan pimpinan dalam menghasilkan
pelayanan publik yang lebih baik.Teague dan Eilon (Wilson, 2000),
mengemukakan bahwa menurut pandangan tradisional, pengukuran kinerja
memiliki tiga tujuan penting yaitu: menjamin pencapaian tujuan atau sasaran,
mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan prosedur dan proses, serta untuk
membandingkan dan menilai kinerja organisasi, tim dan individu yang berbeda.
Menurut Mahmudi (2007) tujuan dilakukannya pengukuran kinerja
organisasi sektor publik adalah sebagai berikut:
1. Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi
2. Menyediakan sarana pembelajaran pegawai
3. Memperbaiki kinerja periode berikutnya
4. Memberikan pertimbangan yang sistematik dalam pembuatan
keputusan pemberian reward dan punishment
5. Memotivasi pegawai
6. Menciptakan akuntabilitas publik
Secara umum, tujuan sistem pengukuran kinerja menurut Mardiasmo
(2004) adalah sebagai berikut:
1. Mengkomunikasikan strategi secara lebih baik dengan menggunakan
metode top down dan bottom up.
2. Mengukur kinerja finansial dan nonfinansial secara berimbang sehingga
dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strategi.
3. Mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan
level bawah serta memotivasi untuk mencapai goal congruence.
4. Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan
individual dan kemampuan kolektif yang rasional.
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D. Kendala dan Tantangan Pengukuran Kinerja Organisasi Sektor Publik
Pengukuran kinerja merupakan proses mencatat dan mengukur pencapaian
pelaksanaan kegiatan ke arah pencapaian tujuan melalui hasil-hasil yang
ditampilkan baik berupa produk, jasa maupun suatu proses. Kebanyakan
organisasi swasta menggunakan laba sebagai ukuran kinerjanya. Namun tidak
demikian dengan organisasi publik, karena laba bukanlah merupakan tujuan
utama, namun organisasi lebih memusatkan perhatian pada peningkatan
pencapaian kesejahteraan rakyat. Disamping itu, output organisasi publik
umumnya bersifat intangible dan indirect, atau menurut Mardiasmo (2004),
karena sifat multidimensional kinerja organisasi sektor publik, maka tidak ada
indikator tunggal yang dapat digunakan untuk menunjukkan kinerja secara
komprehensif. Artinya ukuran finansial saja tidak cukup untuk mengukur kinerja
organisasi sektor publik, perlu dikembangkan ukuran kinerja yang bersifat
nonfinansial.
Sebagaimana dikemukakan oleh Johnson dan Kaplan (McAdam et. al,
2002), bahwa rentang pengukuran yang digunakan dalam organisasi sektor publik
harus mencakup finansial dan nonfinansial. Ukuran kinerja digunakan oleh pihak
legislatif untuk menentukan kelayakan biaya pelayanan (cost of service) yang
akan dibebankan kepada masyarakat pengguna jasa publik. Sehingga pemerintah
mempunyai kewajiban untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan
publik atau memberikan banyak pelayanan dengan biaya murah (do more with
less). Masyarakat tentu tidak ingin terus menerus ditarik pungutan, namun tidak
ada peningkatan kualitas pelayanan yang mereka terima.
Mahsun (2006), mengemukakan beberapa kendala pengukuran  kinerja
organisasi sektor publik antara lain:
1. Kinerja organisasi sektor publik tidak bisa dinilai hanya berdasar rasio-
rasio keuangan, karena tujuan organisasi bukan memaksimalkan laba.
2. Output berupa pelayanan biasanya bersifat kualitatif, intangible dan
indirect sehingga sulit diukur
3. Antara input dan output tidak mempunyai hubungan secara langsung
(discretionary cost center ) karena sulitnya menetapkan standar sebagai
tolok ukur produktivitas.
4. Tidak beroperasi berdasarkan market forces sehingga tidak ada
pembanding yang independen dan memerlukan instrumen pengganti
mekanisme pasar dalam mengukur kinerja.
5. Mengukur kepuasan masyarakat yang heterogen dari jasa pelayanan
organisasi sektor publik tidak mudah dilakukan.
Pelayanan publik dilakukan dengan menggunakan anggaran tertentu dan
kelompok masyarakat pengguna layanan harus bersaing untuk sumberdaya yang
terbatas. Solusi pasar untuk situasi ini adalah dengan memperkenalkan prinsip
pembayaran pengguna layanan dalam pelayanan yang dipilih sehingga pengguna
layanan tersebut adalah merupakan orang yang sesungguhnya membayar
pelayanan tersebut.
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E. Memperkuat Manajemen Strategis dengan Pengukuran Kinerja
Organisasi Sektor Publik
Pada tahun 1992, David Osborne dan Ted Gaebler mempublikasikan
karya bestseller mereka yaitu Reinventing Government, yang memberikan
pandangan yang luas tentang sejumlah strategi yang mereka percayai dapat
meningkatkan   kinerja organisasi publik. Kemudian pada tahun 2000 dengan The
Reinventor Fieldbook.Tools for Transforming Your Government Appearded,
bersama Peter Plastrik menawarkan instrumen elaborasi dari ide sebelumnya.
Salah satu instrumen pengukuran kinerja adalah jika sebuah organisasi publik
ditegaskan produk dan layanannya dan kemudian dibuat indikator untuk
mengukur outputnya. Hasil penetapan produk dan indikator kinerjanya, dapat
digunakan sebagai dasar perencanaan dan siklus pengendalian yang dapat
meningkatkan kinerja organisasi.
Ministry Foreign Affairs (Bruijn, 2002) mengemukakan fungsi
pengukuran kinerja organisasi sektor publik adalah sebagai berikut:
1. Transparency: organisasi dapat membuat dengan jelas produk apa yang
mereka tawarkan, bagaimana analisis input- outputnya, termasuk
biayanya
2. Learning: organisasi menjadi selangkah lebih maju jika dia menggunakan
pengukuran kinerja untuk belajar, transparansi yang diciptakan
mengajarkan pada organisasi apa kebaikan-kebaikan yang dimiliki dan
di mana kemungkinan pengembangannya.
3. Appraising: kineja berbasis penilaian dapat dikatakan sebagai
berfungsinya organisasi
4. Sanctioning: penilaian dapat diikuti dengan sanksi positif jika ternyata
kinerjanya bagus, dan sanksi negatif jika kinerjanya buruk
Ide pokok pengukuran kinerja adalah organisasi publik memformulasikan
kinerja yang dipertimbangkan dan membuat indikasi bagaimana kinerja ini
dapat diukur, dengan menetapkan indikator kinerja. Menurut Smith (Bruijn,
2002), kinerja pemerintahan adalah sulit untuk diukur  disebabkan outcome
sebagai dampak akhir sangat tergantung pada banyak faktor. Misalnya jangka
waktu pencapaian yang dilakukan dengan dampak yang timbul mungkin terlalu
lama jarak waktunya.
Sehingga yang dapat diukur kemudian adalah dampak yang langsung
(output), misalnya:jumlah putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan, jumlah
pasien yang ditangani dokter, jumlah lulusan yang dihasilkan oleh universitas dan
lain-lain. Inilah mengapa banyak sistem pengukuran kinerja memusatkan
perhatian pada output. Prosesnya adalah sebagai berikut: produksi dan layanan
didefinisikan, organisasi menetapkan target produksi, out put diukur dan hasilnya
dilaporkan secara berkala. Bruijn (2002), mengemukakan berbagai dampak
positif pengukuran kinerja organisasi publik yang pada akhirnya membawa
implikasi pada penguatan manajemen strategisnya sebagai berikut:
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1. Pengukuran kinerja membawa ke arah transparansi
Pengukuran kinerja memberikan wawasan bagi organisasi tentang
produk utama, besarnya biaya, dan juga bagaimana aktivitas organisasi atau
bagian tertentu dari organisasi dalam memberikan kontribusi pada output.
Transparansi dapat menghasilkan berbagai bentuk rasionalisasi, dan mungkin
dapat memicu berbagai diskusi internal tentang bagaimana berbagai aktivitas
dapat meningkatkan kinerja organisasi Juga terdapat pedoman yang jelas
bagaimana menilai suatu struktur atau prosedur yang baru terutama bagaimana
mereka dapat memberikan kontribusi pada peningkatan kinerja organisasi.
Rasionalisasi dan proses pengembangan  dapat mulai bersamaan seiring jalan
dengan waktu ketika organisasi dapat mengukur keberadaan outputnya (Osborne
Gaebler 1992).
2. Pengukuran kinerja adalah insentif bagi output
Pada awalnya pengukuran kinerja memberikan dampak pada output, dan
selanjutnya hal tersebut pada akhirnya akan memberikan sumbangan kepada
kinerja organisasi. Beberapa hasil penelitian yang menggambarkan adanya
hubungan antara pengenalan pengukuran kinerja dengan peningkatan output telah
dilakukan misalnya pada suatu pemerintah kota, Osborne dan Plastrik, (1997)
dan pada lembaga pendidikan tinggi, In’t Veld, (1996).
3. Pengukuran kinerja merupakan cara yang elegan untuk menciptakan
akuntabilitas.
Ketika tugas organisasi publik menjadi semakin kompleks, maka
wacana otonomi menjadi penting dan ketika otonomi diberikan maka
implikasinya adalah pada akuntabilitas, mempertanggungjawabkan kinerjanya.
Informasi tentang kinerja diukur secara sistimatis dan dihitung sehingga
menambah kemampuan beberapa periode tertentu.informasi juga mudah
dikomunikasikan, dan informasi dapat disediakan secara periodik setiap tahun.
Menurut Ghobadian dan Asworth (1994), pengukuran kinerja sangat
penting dilakukan oleh oganisasi publik karena: dapat membantu meningkatkan
kualitas alokasi sumberdaya dan keputusan manajerial lain, dapat memfasilitasi
manajemen berdasarkan fakta untuk masa depan dengan menyediakan fokus
dasar untuk merencanakan, memonitor dan melakukan kontrol terhadap
perencanaan. Selain hal tersebut, pengukuran  kinerja juga sangat penting untuk
meningkatkan akuntabilitas dengan membuat pertanggungjawaban yang bersifat
eksplisit dan menyediakan bukti  keberhasilan atau kegagalan, serta mampu
menyediakan dasar sistematis untuk menilai dan memotivasi staf.
Sedangkan menurut Mardiasmo (2004), pengukuran kinerja dapat
berguna untuk hal-hal sebagai berikut:
1. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk
menilai kinerja manajemen.
2. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
3. Memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja, serta
membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan
korektif untuk memperbaiki kinerja.
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4. Sebagai dasar untuk memberikan reward dan  punishment secara
obyektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem
pengukuran kinerja yang telah disepakati.
5. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka
memperbaiki kinerja organisasi.
6. Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah
terpenuhi
7. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
8. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara obyektif
Keberadaan organisai sektor publik tidak terlepas dari misi tertentu,
bahkan faktor ktitis kesuksesan organisasi sektor publik adalah bagaimana
mereka mencapai misi yang diembannya, misalnya bagaimana mencapai tingkat
efisiensi atau dalam mengelola dana publik menjadi akuntabel, maupun
menciptakan kepuasan pelanggan.Salah satu strategi untuk merealisasikan misi
organisasi adalah dengan memanfaatkan pendekatan manajemen mutu terpadu
(Total Quality Management/ TQM). Menurut Tjiptono dan Diana (Ibrahim,
2008), TQM merupakan pendekatan dalam menjalankan usaha organisasi yang
mencoba untuk meningkatkan daya saing organisasi dan lingkungannya, yang
untuk mencapainya harus fokus pada pelanggan, memiliki obsesi tinggi terhadap
kualitas, menggunakan pendekatan ilmiah dalam pengambilan keputusan dan
pemecahan masalah, memiliki komitmen jangka panjang dan membutuhkan
kerja sama.
TQM adalah manajemen yang menciptakan dan mengembangkan
seperangkat nilai dan keyakinan yang dapat membuat setiap orang mengetahui
bahwa kualitas untuk konsumen adalah tuntutan yang paling utama, dan dalam
pelaksanaannya membutuhkan kerja sama yang baik dan terpadu. Atau dalam
rumusan lain yang lebih komprehensif, TQM juga dipahami sebagai komitmen
yang terpadu dan penuh dedikasi terhadap kualitas melalui penyempurnaan
proses yang terus-menerus oleh semua anggota organisasi. TQM sering disebut
sebagai manajemen berdasar fakta dan data karena ia bekerja berdasar data dan
fakta.
Pada studi kasus di Inggris Raya, Greiling (2005) mengemukakan bahwa
adanya pemikiran untuk menggunakan sistem pengukuran kinerja sebagai alat
manajemen untuk mengimplementasikan strategi. Indikator digunakan untuk
memformulasikan sebuah strategi komunitas dan untuk mengukur bagaimana
strategi telah direalisasikan dengan baik. Tidak hanya pada sektor swasta,
pelaporan quality-of-life juga merupakan bagian integral dari penggunaan yang
lebih strategis dari pengukuran kinerja di sektor publik. Konsep manajemen
strategis dengan demikian harus mewujudkan prinsip-prinsip dan praktek
manajemen umum yang dilakukan sebagai upaya  untuk merumuskan strategi
dan implementasinya dalam organisasi. Walaupun manajemen strategis bukanlah
obat mujarab dalam menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi organisasi
dan juga bukan merupakan jaminan keberhasilan organisasi mencapai tujuannya,
namun setidaknya hal tersebut akan lebih membuka jalan ke arah yang lebih baik.
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PENUTUP
Keberadaan organisasi sektor publik tidak terlepas dari misi tertentu,
bahkan faktor ktitis kesuksesan organisasi sektor publik sangat ditentukan oleh
bagaimana mereka mencapai misi yang diembannya. Pengukuran kinerja
membawa banyak dampak positif dalam organisasi sektor publik, yang pada
akhirnya membawa implikasi pada penguatan manajemen strategis yaitu:
membawa ke arah transparansi, merupakan insentif bagi output, serta
merupakan cara yang elegan untuk menciptakan akuntabilitas. Namun demikian
juga tidak dapat dihindarkan bahwa pengukuran kinerja organisasi pada sisi lain
dapat menimbulkan sejumlah dampak yang bersifat negatif, yaitu diantaranya
mendorong adanya game playing, menambah birokrasi internal, menghalangi
inovasi, menghalangi ambisi, mematikan profesionalisme, dan mematikan sistem
pertanggungjawaban.
Pengukuran kinerja sangat penting dilakukan oleh organisasi publik
karena dapat membantu meningkatkan kualitas alokasi sumberdaya dan
keputusan manajerial lain, dapat memfasilitasi manajemen berdasarkan data dan
fakta untuk masa depan dengan menyediakan dasar perencanaan, serta
memonitor dan melakukan kontrol terhadap perencanaan. Selain hal tersebut,
pengukuran kinerja juga sangat penting untuk meningkatkan akuntabilitas dengan
membuat pertanggungjawaban yang bersifat eksplisit dan menyediakan bukti
keberhasilan atau kegagalan, serta mampu menyediakan dasar sistematis untuk
menilai dan memotivasi staf.
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